	
	      Renstra 2016 - 2021



BAB  I
PENDAHULUAN

I.1.   LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan yang baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijaksanaan sasaran dan prioritas sasaran sampai dengan Tahun 2021.
Komponen Perencanaan Startegis mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah  Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016 – 2021 yang memuat  visi, misi dan strategi utama, serta menjadi komitmen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penyusunan Renstra SKPD  dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuka peluang bagi daerah untuk mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai kebutuhan dan prioritasnya masing-masing.

Hal tersebut dapat dipenuhi melalui penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 19 ayat (1) dan (2) yaitu, melalui pendekatan berdasarkan pencapaian prestasi kerja dengan membangun suatu sistem penganggaran yang dapat memadukan perencanaan kinerja dengan anggaran tahunan maka akan terlihat adanya keterkaitan antara dana yang tersedia dengan hasil yang akan diharapkan. 

Dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Renstra SKPD disusun berdasarkan skala prioritas dan usulan-usulan masyarakat pada musrenbang tingkat kelurahan maupun kecamatan.

I.2.   Landasan  Hukum
Landasan hukum sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan  Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5315).
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2006 dan Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil  Kepala  Daerah  dalam  Pemeliharaan  Kerukunan  Umat  Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah; 
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penerimaan dan Pemberian Bantuan Organisasi Kemasyarakatan dari dan kepada Pihak Asing;
23. Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2008, Nomor: Keputusan/033/A/JA/6/2008, Nomor: 199 Tahun 2008, tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat;
24. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009, tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009, tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Pendidikan Politik;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64  Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64  Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
35. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2);
36. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2014, tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 96);
37. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 107); dan
38.  Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 367).
I.3.  MAKSUD DAN TUJUAN 
   Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan  Bangsa dan Politik Kota Batam adalah tersedianya dokumen yang strategis dan komprehensif yang menjamin adanya konsistensi perumusan kondisi data masalah daerah,  perencanaan, arah kebijakan dan pemilihan strategi yang sesuai dengan kebutuhan internal.


I.4. HUBUNGAN RENSTRA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA


Kaitan RPJMD Kota Batam dengan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Visi Kota Batam: “Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat”.R
2. Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam: “Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan serta Ketahanan Masyarakat yang Heterogen Menuju Kehidupan Politik yang Harmonis dan Berbudi Pekerti”.MD
Dalam Visi Kota Batam tergambar jelas bahwa terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat tidak terlepas dari Terwujudnya Rasa Persatuan dan Kesatuan serta Ketahanan Masyarakat Kota Batam yang Multietnis serta Kondusifnya Situasi dan Kondisi Sosial Politik Masyarakat.
Kaitan Misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dengan Misi Pemerintah Kota Batam terdapat pada Misi 2 sebagai berikut:

Misi 2 : Mewujudkan sumber daya manusia daerah yang bertaqwa, berdayasaing dan masyarakat yang sejahtera.

RPJM Daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah, berhubungan erat dengan RPJP Daerah, RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional karena berdasarkan Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa RPJM Daerah berpedoman pada dokumen RPJP Daerah dan memperhatikan RPJMD Provinsi dan Nasional. 
Selanjutnya, berdasarkan Pasal 25 Ayat (2), RPJM Daerah juga merupakan payung bagi dokumen perencanaan dibawahnya yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dasar dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). 
Dokumen RKPD merupakan dokumen perencanaan anggaran pemerintah daerah yang ditetapkan setiap tahun (Pasal 5 Ayat 3 UU Nomor 25 Tahun 2004), RKPD mengacu pada RKP sehingga secara langsung RAPBD akan berhubungan dengan RAPBN terutama dilihat dari keterkaitan keuangan/fiskal antara pusat dan daerah seperti (DAU, DAK, dan Bagi Hasil) dan kebijakan lainnya yang masih diatur oleh Pemerintah Pusat. 
Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. 
Oleh karena itu RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Sehingga RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi Pemerintah serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi. Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, RPJMD Kota Batam 2016 - 2021 harus mengacu dan mengarah bagi terwujudnya ketentuan dalam kebijakan pemanfaatan ruang baik struktur tata ruang maupun pola ruang. 
Pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa RPJM Daerah menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sehingga dengan demikian RPJM Daerah juga secara tidak langsung menjadi payung dalam penyusunan Renstra SKPD, selanjutnya Renstra SKPD dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan atau Renja SKPD yang merupakan dokumen perencanaan paling aplikatif dari RPJMD. Pembangunan Jangka Panjang Kota Batam Tahun 2005 - 2025 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan  sebagaimana  diamanatkan  dalam  Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Untuk itu, dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang, Kota Batam diharapkan dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pembangunan nasional.
Pelaksanaan RPJPD Kota Batam 2005 - 2025 terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan dalam periodisasi perencanaan pembangunan jangka menengah nasional 5 (lima) tahunan, yang dituangkan dalam RPJMD I Tahun 2006 – 2011, RPJMD II Tahun 2011– 2016, RPJMD III Tahun 2016 – 2021, dan RPJMD IV Tahun 2021 – 2025. 
RPJP Provinsi digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Provinsi. Pentahapan rencana pembangunan nasional disusun dalam masing-masing periode RPJM sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat.
Dalam hal ini keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Hubungan RPJMD dengan RPJPD Berdasarkan arahan dalam RPJPD Kota Batam 2005 - 2025, bahwa RPJMD merupakan penjabaran program 5 (lima) tahunan RPJPD yang dilaksanakan berdasarkan periode Kepala Daerah. Sesuai dengan   peraturan   perundang-undangan   bahwa   RPJMD  yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah, dalam penyusunannya tetap berpedoman kepada RPJPD Kota Batam. Dalam RPJPD 2005 - 2025 ditetapkan bahwa visi jangka panjang daerah adalah ‘Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia yang Madani’. Dengan Misi:

1. Mewujudkan Batam sebagai Bandar berstandar Internasional;
2. Menciptakan Batam sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi;
3. Menciptakan Masyarakat Madani (agamis, sejahtera, maju, berbudaya, menegakkan supremasi hukum, berkeadilan dan demokratis); dan
4. Menciptakan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel. 
Dalam kaitan tersebut Pemerintah Kota Batam dalam RPJMD 2016 - 2021 menetapkan Visi Kota Batam yaitu: “Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera, dan Bermartabat”.
Hubungan RPJMD Kota Batam 2016 - 2021 dengan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau 2016 - 2021 berdasarkan Perda Provinsi Kepulauan Riau Nomor 25 Tahun 2016 tentang RPJMD Provinsi Kepri 2016 – 2021, ditetapkan Visi yaitu ‘Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim”  dengan Misi sebagai berikut:
1. Mengembangkan perikehidupan masyarakat yang agamis, demokratis, berkeadilan, tertib, rukun dan aman di bawah payung budaya Melayu;

2. Meningkatkan daya saing ekonomi melalui pengembangan infrastruktur berkualitas dan merata serta meningkatkan keterhubungan antar kabupaten/kota;

3. Meningkatkan kualitas pendidikan, ketrampilan dan profesionalisme sumber daya manusia sehingga memiliki daya saing tinggi;

4. Meningkatkan derajat kesehatan, kesetaraan gender, penanganan kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

5. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mnegurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan;

6. Meningkatkan iklim ekonomi kondusif bagi kegiatan penanaman modal (investasi) dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;

7. Meneruskan pengembangan ekonomi berbasis industri dan perdagangan dengan memanfaatkan bahan baku lokal;

8. Meningkatkan daya dukung, kualitas dan kelestarian lingkungan hidup;

9. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, aparatur birokrasi yang profesional, disiplin dengan etos kerja tinggi serta penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas.
Gambar 1
Dokumen Perencanaan yang menjadi Pedoman dan Perhatian 
dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota
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Sumber : Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Dari gambar diatas dapat di uraikan bahwa Renstra SKPD berpayung langsung ke RPJMD Kota Batam dan tidak lepas dari dokumen perencanaan lainnya seperti perencanaan K/L, perencanaan tingkat Provinsi dan dokumen perencanaan lainnya. 
Dalam hal kaitannya dengan sistem keuangan yang diamanatkan dalam Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka Renstra SKPD akan dijabarkan ke dalam RKPD untuk setiap tahunnya, dan dapat dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) SKPD. Berikut ini diuraikan secara diagramatis kaitan antara Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan di tingkat pusat, Tingkat Provinsi, dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dan turunan dari RPJMD dan RPJMD Kota serta perencanaan keuangan daerah.
Gambar 2
Hubungan RPJM Daerah Kota Batam 
dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

I.5  SISTEMATIKA PENULISAN


Adapun sistematika penulisan Renstra ini adalah:
· BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya, serta  Sistematika Penulisan.
· BAB II  GAMBARAN  PELAYANAN  SKPD
Dalam bab ini memuat informasi tentang peran pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyelenggarakan tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya, sarana dan prasarana, kinerja pelayanan dan tantangan serta peluang pengembangan kinerja pelayanan SKPD.
· BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
Bab ini memuat tentang analisis Renstra Kementerian/Lembaga dan SKPD Provinsi yang berlaku, telaahan tata ruang wilayah dan tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan SKPD.
· BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN  KEBIJAKAN
Bab ini berisi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi dan Kebijakan yang diambil oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam.
· BAB V  RENCANA PROGRAM  DAN  KEGIATAN INDIKATOR KENERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Bab ini menampilkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.
· BAB VI  INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Bab ini berisi tentang indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Batam Tahun 2016 - 2021.
BAB  II

GAMBARAN PELAYANAN 
                         BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 
KOTA BATAM

2.1.   Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam dan Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik serta melaksanakan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Batam, menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan program dan kegiatan badan dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
b. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik;
c. Penyelenggaraan urusan tata usaha yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, urusan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian;
d. Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi bina ideologi dan wawasan kebangsaan, bidang kewaspadaan nasional dan ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi serta bidang politik;
e. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik;
f. Penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya; dan
g. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dalam lingkup tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam terdiri dari:

a.  Kepala Badan;

b.  Sekretaris, membawahi:

1) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
2) Kepala Sub Bagian Keuangan; dan
3) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c.  Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, membawahi:
1) Kepala Sub Bidang Bina Ideologi; dan
2) Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan.
d.  Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional, membawahi:
1) Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing; dan
2) Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik.
e. Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, membawahi:

1) Kepala Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya; dan
2) Kepala Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi.
            f. Kepala Bidang Politik, membawahi:
1) Kepala Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik; dan
2) Kepala Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu. 
Adapun uraian tugas dan fungsi Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai fungsi penyusunan rencana kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pengelolaan keuangan kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayanan administratif dan fungsional.

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Sekretariat mempunyai tugas:
a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan sekretariat yang berbasis kinerja;
b. Mengkoordinasikan rencana program kerja dan kegiatan badan;
c. Menyusun perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang sekretariat;
d. Mengkoordinasikan perumusan kebijakan umum dan teknis badan;
e. Mengkoordinasi penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana strategis, rencana kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran badan;
f. Mengkoordinasi pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan badan;
g. Menyusun rencana kerjasama badan;
h. Menyusun penetapan kinerja badan;
i. Menyusun laporan keuangan badan;
j. Menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan badan;
k. Melaksanakan analisis dan menyajikan data badan;
l. Menganalisis rencana kebutuhan kualifikasi, kompetensi dan seleksi pegawai badan;
m. Menerapkan dan mengembangkan sistem informasi badan;
n. Memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kinerja serta dampak melaksanakan program dan kegiatan badan;
o. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja badan;
p. Menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan badan;
q. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan badan;
r. Mengelola keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan, administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana, dan prasarana serta hubungan masyarakat;
s. Melaksanakan pelayanan administratif dan fungsional;
t. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang skretariat;
u. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan badan dan secretariat; dan
v. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat terdiri dari:

a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai fungsi pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, dengan tugas:

a) Menyiapkan bahan rencana program kerja dan kegiatan di bidang perencanaan dan evaluasi yang berbasis kinerja;
b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum sekretariat;
c) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan dan evaluasi;
d) Menyiapkan bahan penetapan kinerja di bidang perencanaan dan evaluasi maupun badan;
e) Menyiapkan bahan rencana program kerja dan kegiatan badan;
f) Menyiapkan bahan analisis dan penyajian data badan;
g) Mengelola sistem informasi, pelayanan data, dan informasi pembangunan badan;
h) Menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan kinerja tahunan badan, rencana kegiatan dan anggaran badan;
i) Menyiapkan bahan rencana kerjasama badan;
j) Menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan badan;
k) Menyiapkan bahan ketatalaksanaan program dan kegiatan badan;
l) Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan program dan kegiatan badan;
m) Menyiapkan bahan pengendalian kegiatan badan;
n) Menyiapkan bahan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan badan;
o) Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan badan;
p) Menyiapkan bahan laporan akuntabilitas kinerja badan;
q) Penerbitan rekomendasi tentang pelaksanaan kegiatan riset/penelitian;
r) Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang perencanaan dan evaluasi;
s) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan kegiatan di  bidang perencanaan dan evaluasi; dan
t) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.
b. Sub Bagian Keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan badan, yang meliputi:

a) Menyiapkan bahan rencana program kerja dan kegiatan di bidang keuangan yang berbasis kinerja;
b) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan administrasi keuangan;
c) Menyiapkan bahan penetapan kinerja di bidang keuangan;
d) Mengelola perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi dan tindak lanjut LHP;
e) Menyiapkan bahan  laporan keuangan badan;
f) Menyiapkan bahan perhitungan anggaran badan;
g) Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang keuangan;
h) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan kegiatan di bidang keuangan; dan
i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengn lingkup tugasnya.
c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, mempunyai fungsi pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan, administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan pelayananan administratif dan fungsional, yang meliputi:
a) Menyiapkan bahan rencana program kerja dan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian yang berbasis kinerja;
b) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang umum dan kepegawaian;
c) Menyiapkan bahan penetapan kinerja di bidang umum dan kepegawaian;
d) Melaksanakan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundang-undangan;
e) Mengelola surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan urusan rumah tangga serta sarana dan prasarana perkantoran badan;
f) Melaksanakan hubungan masyarakat;
g) Mengelola administrasi perjalanan dinas;
h) Menyiapkan bahan rencana kebutuhan, kualifikasi, kompetensi dan seleksi pegawai;
i) Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian;
j) Melaksanakan pengembangan pegawai;
k) Menyelenggarakan analisis jabatan;
l) Menganalisis beban kerja;
m) Menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai serta pengawasan melekat;
n) Melaksanakan pengkajian kompetensi dan kualiafikasi jabatan;
o) Menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai;
p) Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang umum dan kepegawaian;
q) Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan tugas dan kegiatan di bidang umm dan kepegawaian; dan
r) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai fungsi pelaksanaan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan. 
Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana tersebut diatas, Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai tugas:
a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan di Bidang Bina Ideologi dan wawasan kebangsaan;
b. Menyusun rencana perumusan kebijakan teknis di Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
c. Menyusun penetapan kinerja bidang bina ideology dan wawasan kebangsaan;
d. Menyusun rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi bina ideology;
e. Menyusun rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan wawasan kebangsaan;
f. Menyusun rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan bela negara;
g. Menyusun rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi penghayatan nilai-nilai sejarah kebangsaan;
h. Menyusun rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan pembauran;
i. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
j. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan di bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan, terdiri dari:

a. Sub Bidang Bina Ideologi, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai fungsi pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan, pembinaan dan sosialisasi, pemantauan pelaksanaan bina ideologi negara, mempunyai tugas:

a) Menyiapkan bahan rencana program kerja dan kegiatan di bidang bina ideologi yang berbasis kinerja;
b) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang bina ideologi;
c) Menyiapkan bahan penetapan kinerja dibidang bina ideologi;
d) Menyiapkan bahan rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dan evaluasi program penguatan ideologi negara dan pendidikan bela negara;
e) Menyiapkan bahan rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan dan sosialisasi ideologi negara dan bela negara;
f) Menyiapkan bahan rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi implementasi ideologi negara dan pemberdayaan bela negara;
g) Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang bina ideologi;
h) Melaksanakan monitoring dan evaluasi, dan pelaporan tugas dan kegiatan di bidang bina ideologi; dan
i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
b. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai fungsi pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pengembangan dan sosialisasi wawasan kebangsaan, pembinaan nilai-nilai sejarah kebangsaan dan pelaksanaan pembauran, mempunyai tugas:
a) Menyiapkan bahan rencana program kerja dan kegiatan di bidang wawasan kebangsaan yang berbasis kinerja;
b) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang wawasan kebangsaan;
c) Menyiapkan bahan penetapan kinerja dibidang wawasan kebangsaan;
d) Menyiapkan bahan rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi penguatan wawasan kebangsaan, pembinaan nilai-nilai sejarah kebangsaan dan pelaksanaan pembauran;
e) Menyiapkan bahan rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi pembinaan dan sosialisasi wawasan kebangsaan, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan pelaksanaan pembauran;
f) Menyiapkan bahan rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi implementasi wawasan kebangsaan, pembinaan nilai-nilai sejarah kebangsaan dan pelaksanaan pembauran;
g) Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang wawasan kebangsaan;
h) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan di bidang wawasan kebangsaan; dan
i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
3.  Bidang Kewaspadaan Nasional, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai fungsi pelaksanaan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Bidang Kewaspadaan Nasional. 
Untuk menyelenggarakan fungsi tersebut, Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas:
a. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan di bidang kewaspadaan nasional yang berbasis kinerja;
b. Menyusun rencana perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan  nasional;
c. Menyusun penetapan kinerja di bidang kewaspadaan nasional;
d. Melaksanakan tugas kewaspadaan nasional yang meliputi kewaspadaan dini dan pengawasan orang asing dan lembaga asing serta penanganan konflik;
e. Menyusun rencana perumusan kebijakan umum pembinaan kewaspadaan nasional penanganan masalah aktual sosial, politik, dan organisasi kemasyarakatan;
f. Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang kewaspadaan nasional;
g. Melaksanakan  monitoring, evaluai dan laporan tugas dan kegiatan di bidang kewaspadaan nasional; dan
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Kewaspadaan Nasional, terdiri dari:
a. Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Orang Asing dan Lembaga Asing, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai fungsi penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan pemantapan kewaspadaan dini dan pengawasan orang asing dan lembaga asing, mempunyai tugas:

a) Menyiapkan bahan rencana program kerja dan kegiatan di bidang kewaspadaan dini dan pengawasan orang asing dan lembaga asing yang berbasis kinerja;
b) Menyiapkan bahan rencana perumusan kebijakan teknis sub bidang kewaspadaan dini dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;
c) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang kewaspadaan dini dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;
d) Menyiapkan bahan penetapan kinerja di bidang kewaspadaan dini dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;
e) Menyiapkan bahan rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan kegiatan orang asing dan lembaga asing;
f) Melaksanakan koordinasi kebijakan operasional di bidang kewaspadaan nasional fasilitasi pelaksanaan pemantapan kewaspadaan dini dan kerjasama intelijen keamanan;
g) Melaksanakan pembinaan penanganan masalah kewaspadaan dini dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;
h) Melaksanakan peningkatan kewaspadaan nasional, kesiap-siagaan terhadap ancaman masalah kewaspadaan dini dan pengawasan dini dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;
i) Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kewaspadaan dini dan pengawasan orang asing dan lembaga asing;
j) Melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan di bidang penanganan konflik; dan
k) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

4. Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai fungsi pelaksanaan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan, mempunyai tugas:
a) Menyusun rencana program kerja dan kegiatan di bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi yang berbasis kinerja;
b) Menyusun rencana perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
c) Menyusun penetapan kinerja di bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
d) Menyusun rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerukunan agama dan kepercayaan;
e) Menyusun rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan akulturasi budaya;
f) Menyusun rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan dengan organisasi kemasyarakatan;
g) Menyusun rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
h) Mengendalikan dan melaksanakan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
i) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan di bidang ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan dan ekonomi; dan
j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, terdiri dari:

a. Sub Bidang Ketahanan Seni dan Budaya, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai fungsi pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian seni dan pengembangan nilai-nilai kebudayaan dalam rangka penguatan persatuan dan kesatuan, dengan tugas:

a) Menyiapkan bahan rencana program kerja dan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya yang berbasis kinerja;
b) Menyiapkan bahan rencana perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan seni dan budaya;
c) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan  seni dan budaya;
d) Menyiapkan bahan penetapan kinerja di bidang ketahanan seni dan budaya;
e) Menyiapkan bahan rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan nilai-nilai kesenian;
f) Menyiapkan bahan rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelestarian budaya serta pengembangan nilai-nilai kebudayaan;
g) Menyiapkan bahan rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanganan masalah sosial kemasyarakatan lainnya;
h) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan sub bidang ketahanan seni dan budaya; dan
i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

b. Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai fungsi pelaksanaan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik khususnya di bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi dalam rangka memfasilitasi, monitoring serta evaluasi terhadap pelaksanaan pelestarian nilai-nilai keagamaan, kerukunan umat beragama, dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi organisasi kemasyarakatan dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan tugas:
a) Menyiapkan bahan rencana program kerja dan kegiatan di bidang ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi yang berbasis kinerja;
b) Menyiapkan bahan rencana perumuan kebijakan teknis di bidang ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
c) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
d) Menyiapkan bahan penetapan kinerja di bidang ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
e) Menyiapkan bahan rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelestarian nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan;
f) Menyiapkan bahan rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan identifikasi dan kompilasi organisasi kemasyarakatan;
g) Menyiapkan bahan rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembinaan organisasi masyarakat;
h) Menyiapkan bahan rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan sumber daya alam dan kesenjangan perekonomian;
i) Menyiapkan bahan rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi ketahanan perdagangan, investasi, fiskal, dan moneter;
j) Menyiapkan bahan rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi  serta monitoring dan evaluasi perilaku perekonomian masyarakat;
k) Menyiapkan bahan rencana kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian;
l) Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi;
m) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan sub bidang ketahanan agama, kemasyarakatan dan ekonomi; dan
n) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

5. Bidang Politik, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai fungsi pelaksanaan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Bidang Politik Dalam Negeri. Untuk menyelenggarakan fungsinya, Bidang Politik mempunyai tugas:
1. Menyusun rencana program kerja dan kegiatan di bidang politik yang berbasis kinerja;
2. Menyusun rencana perumusan kebijakan teknis di bidang politik;
3. Menyusun penetapan kinerja di bidang politik;
4. Menyusun rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik pemerintahan;
5. Menyusun rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik;
6. Menyusun rencana perumusan kebijakan dan fasiliasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik;
7. Menyusun rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi pendidikan politik;
8. Menyusun rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan partai politik dan fasilitasi pemilihan umum;
9. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang politik;
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan di bidang politik; dan
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Bidang Politik terdiri dari:

a. Sub Bidang Implementasi Kebijakan Publik dan Pendidikan Politik, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai fungsi pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring pendidikan politik dan sosialisasi pelaksanaan pemilihan umum, dengan tugas:                                                                                            
a) Menyiapkan bahan rencana program kerja dan kegiatan di bidang implementasi kebijakan politik dan pendidikan politik yang berbasis kinerja;
b) Menyiapkan bahan rencana perumusan kebijakan teknis di bidang implementasi kebijakan publik dan pendidikan politik;
c) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang implementasi kebijakan publik dan pendidikan politik;
d) Menyiapkan bahan penetapan kinerja di bidang implementasi kebijakan publik dan pendidikan politik;
e) Melaksanakan koordinasi kebijakan operasional di bidang implementasi kebijakan publik;
f) Melaksanakan pembinaan komunikasi dan pendidikan politik;
g) Melaksanakan fasilitas hubungan antar partai politik, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan lembaga swadaya masyarakat;
h) Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan tugas dan kegiatan di bidang implementasi kebijakan publik dan pendidikan politik; dan
i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

b. Sub Bidang Kelembagaan Partai Politik dan Fasilitasi Pemilu, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai fungsi penyiapan perumusan kebijakan kelembagaan partai politik dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi implementasi kebijakan politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik dan fasilitasi pemilihan umum, dengan tugas: 

a) Menyiapkan bahan rencana program kerja dan kegiatan di bidang kelembagaan partai politik dan fasilitasi pemilu;
b) Menyiapkan bahan rencana perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan partai politik dan fasilitasi pemilu;
c) Menyiapkan bahan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan partai politik dan fasilitasi pemilu;
d) Menyiapkan bahan penetapan kinerja di bidang kelembagaan partai politik dan fasilitasi pemilu;
e) Menyiapkan bahan rencana perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi kelembagaan politik;
f) Menyiapkan bahan rencana perumusan kebijakan dan fasilitai serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemilihan umum;
g) Melaksanakan peningkatan partisipasi politik;
h) Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kelembagaan partai politik dan fasiliasi pemilu; dan
i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya. 

Bagan struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam, sebagai berikut: 























2.2  Sumber Daya 
Sumber daya yang dimiliki Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam meliputi sumber daya manusia dan  sarana/prasarana dapat dijelaskan sebagai berikut:
2.2.1   Sumber  Daya  Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam didukung oleh personil sebanyak 32 (tiga puluh dua) orang, terinci  sebagai  berikut:
Tabel 2.2.1. 1.Menurut Golongan
	No
	Uraian
	Menurut Golongan
	Jumlah

	
	
	I
	II
	III
	IV
	

	1.
	Struktural
	-
	-
	11
	6
	17

	2.
	Staf Sekretariat
	-
	2
	5
	-
	7

	3.
	Staf Bidang
	-
	2
	5
	1
	8

	Jumlah
	-
	4
	21
	7
	32


Tabel 2.2.1.2. Menurut Tingkat Pendidikan
	No
	Uraian
	Menurut Tingkat Pendidikan
	Jumlah

	
	
	SMP
	SMU
	D3
	S1
	S2
	

	1.
	Struktural
	-
	5
	-
	9
	2
	16

	2.
	Staf Sekretariat
	-
	4
	1
	1
	1
	7

	3.
	Staf Bidang
	-
	2
	-
	5
	2
	9

	Jumlah
	
	11
	1
	15
	5
	32


Diagram 2.2.1.3. Komposisi Pegawai Menurut Pendidikan
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Tabel 2.2.1.4.
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin

	NO.
	JENIS KELAMIN
	JUMLAH

	1.
	Laki-laki
	15 orang

	2.
	Perempuan
	17 orang

	 T O T A L
	32 orang


          2.2.2  Sarana dan Prasarana 
Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam telah tersedia sarana dan prasarana pendukung.
Sarana  dan prasarana  (Barang  Milik/Kekayaan  Daerah = BM/KD)  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam per  31 Desember 2016  sebesar Rp 913.693.200,00 (terlampir Tabel 2.2.2.1).
Tabel. 2.2.2.1.  

Penambahan Sarana & Prasarana Kesbangpol Kota Batam 2011-2015
	TAHUN ANGGARAN (T.A.)
	BARANG MILIK /KEKAYAAN DAERAH

	2011
	Rp  257.631.200,00

	2012
	Rp   277.871.200,00

	2013
	Rp   411.879.200,00

	2014
	Rp   703.544.200,00

	2015
	Rp  913.693.200,00


Tabel. 2.2.2.2
Jumlah Sarana dan Prasarana yang ada di Badan Kesbangpol Kota Batam
	NO
	NAMA BARANG
	JUMLAH
	SATUAN

	1
	2
	3
	4

	1.
	Mobil
	3
	Buah

	2.
	Sepeda Motor
	1
	Buah

	3.
	Mesin Ketik Elektronik
	1
	Buah

	4.
	Mesin Fotokopi dengan Kertas Folio
	1
	Buah

	5.
	Lemari Besi/Metal
	5
	Buah

	6.
	Filling Besi/Metal
	31
	Buah

	7.
	Brankas
	2
	Buah

	8.
	Lemari Kaca
	2
	Buah

	9.
	Alat Penghancur Kertas
	2
	Buah

	10.
	Mesin Absensi
	2
	Buah


	1
	2
	3
	4

	11.
	Overhead Projektor
	1
	Buah

	12.
	Partisi Ruangan
	2
	Paket

	13.
	Layar Proyektor
	1
	Buah

	14.
	Lemari Kayu
	1
	Buah

	15.
	Meja Rapat
	1
	Buah

	16.
	Kursi Tamu Besi
	2 
	Buah

	17.
	Sofa
	1
	Buah

	18.
	Lemari Hias
	1
	Buah

	19.
	AC Split
	17
	Buah

	20.
	Televisi
	2
	Buah

	21.
	Wireless
	1
	Buah

	22.
	Tustel
	1
	Buah

	23.
	Handycam
	2
	Buah

	24.
	Voice Recorder
	4
	Buah

	25.
	Camera Digital
	1
	Buah

	26.
	PC/Komputer Personal
	16
	Buah

	27.
	Laptop
	7
	Buah

	28.
	CPU Peralatan Pesonal Komputer
	1
	Buah

	29.
	Printer Peralatan Personal Komputer
	15
	Buah

	30.
	Scanner Peralatan Personal Komputer
	1
	Buah

	31.
	Kursi Kerja
	50
	Buah

	32.
	Meja Kerja
	31
	Buah

	33.
	Kursi Rapat
	43
	Buah

	34.
	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis
	5
	Buah

	35.
	Lemari Buku
	1
	Buah

	36.
	Kamera + Attachment
	1
	Buah

	37.
	Proyektor/Infocus
	1
	Buah

	38.
	Lensa Kamera
	1
	Buah

	39.
	Mesin Faksimili
	1
	Buah

	40.
	CCTV
	1
	Buah


2.3. Kinerja Pelayanan 

Pelaksanaan pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama 5 (lima) tahun, menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2011 – 2016, menunjukan bahwa pada umumnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam telah berhasil mencapai seluruh sasaran strategis yang ditargetkan dalam rencana kinerja selama 5 (lima) tahun.
Dari Tabel Realisasi Fisik dan Keuangan tersebut diatas, disampaikan bahwa anggaran yang terdapat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam memiliki jumlah yang berbeda setiap tahun anggarannya, hal ini disebabkan oleh perbedaan jenis dan jumlah kegiatan yang dilaksanakan. Pada Tahun Anggaran 2013, adalah masa persiapan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dimana terdapat kegiatan Pemantauan Situasi dan Kondisi menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum dan Sosialisasi Pelaksanaan Pemilihan Umum bagi masyarakat terutama pemilih pemula dikalangan Siswa SMU/SMK di Kota Batam. 
Tahun 2014, anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam memperoleh alokasi anggaran yang cukup besar sebesar Rp 9.878.784.313,00 dengan realisasi sebesar Rp 9.401.545.270,00 (95,17%), dikarenakan terdapat Kegiatan Pemantauan Situasi dan Kondisi Pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  pada 9 April 2014 serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada 9 Juli 2014. 
Selanjutnya pada tahun 2015, dilaksanakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam (Desember 2015), sehingga diperlukan Kegiatan pendamping berupa Pemantauan Situasi dan Kondisi menjelang pada saat dan setelah pelaksanaan Pemilihan.

Rata-rata Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK) selama Tahun Anggaran 2011 – 2016 adalah 94,44%, hal ini menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam telah berhasil melaksanakan program-pogram dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2011 – 2016 dan Rencana Kerja setiap tahunnya. 
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dalam  menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagai berikut:
Tantangan:
1. Tingkat pertumbuhan pencari kerja yang lebih tinggi dibandingkan lapangan kerja yang tersedia sehingga menimbulkan dampak sosial;
2. Tingkat pertambahan penduduk yang cukup tinggi akibat migrasi dan kelahiran;
3. Penduduk Kota Batam yang multi etnis, agama dan budaya; dan
4. Letak geografis Kota Batam berbatasan dengan negara tetangga yang dapat menimbulkan kerawanan sosial, budaya dan ekonomi.
Peluang.
1. Kota Batam sebagai daerah kawasan pusat perdagangan, industri, pariwisata dan alih kapal dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi;
2. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara instansi dan mitra kerja dalam penanganan masalah sosial;
3. Kondisi sosial Politik yang cukup stabil yang ditandai dengan suksesnya penyelenggaraan Pileg, Pilpres, Pilgub, dan Pilwako; dan
4. Tingginya peran serta masyarakat LSM, Ormas, Perguruan Tinggi dalam bidang politik dan kesatuan bangsa.
BAB  III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Analisis Renstra Kementerian/Lembaga dan SKPD Provinsi yang berlaku.
Analisis Renstra Kementrian/Lembaga dan SKPD Provinsi yang masih berlaku ditujukan untuk menilai keserasian, keterpaduan, sinkronisasi dan sinergitas pencapaiaan sasaran pelaksanaan RENSTRA SKPD Kabupaten/Kota terhadap sasaran RENSTRA Kementerian/Lembaga dan SKPD Provinsi sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan tugas dan fungsi masing-masing SKPD.

RENSTRA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam terkait dengan RENSTRA Kementerian Dalam Negeri karena Dirjen Kesatuan Bangsa dan Politik berada di bawah Kementerian Dalam Negeri sedangkan SKPD Provinsi yang berkaitan dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepulauan Riau.
Periode Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015 - 2019, sedangkan Periode Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepri Tahun 2016 - 2021.
Berdasarkan Analisis terhadap RENSTRA Kementerian Dalam Negeri khususnya pada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum memiliki Program Prioritas sebagai berikut:

1. Program Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik;
2. Program Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa;
3. Program Penguatan Lembaga Demokrasi;
4. Program Pemenuhan Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik; dan
5. Program Pencegahan Konflik Sosial Politik dan Penanggulangan Terorisme.
Sedangkan dari Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kepri, ada 6 (enam) Program yaitu:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan; dan
6. Program Pendidikan Politik Masyarakat;

Adapun jumlah Program  yang akan dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam ada 4 (empat), yaitu:

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;

3. Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Kebangsaan; dan

4. Program Pengembangan Partisipasi dan Budaya Politik.
Dalam hal ini tidak terdapat program yang sama antara Badan Kesbangpol Kota Batam dengan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum, Ditjen Kesbangpol, Kemendagri.

Sementara itu terdapat 2 (dua) program yang sama antara Badan Kesbangpol Kota Batam dengan Program pada Badan Kesbangpol Provinsi Kepri, yaitu:

1. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran; dan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
Terdapat 9 (sembilan) Program yang tidak terdapat pada Badan Kesbangpol Kota Batam namun ada di Badan Kesbangpol Provinsi Kepri dan Ditjend. Politik dan Pemerintahan Umum, Ditjen. Kesbangpol, Kemendagri, yaitu:
1. Program Penegakan Hukum dan Kelembagaan Politik;

2. Program Peneguhan Jati Diri dan Karakter Bangsa;

3. Program Penguatan Lembaga Demokrasi;
4. Program Pemenuhan Kebebasan Sipil dan Hak-Hak Politik; 
5. Program Pencegahan Konflik Sosial Politik dan Penanggulangan Terorisme;

6. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
8. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan; dan

9. Program Pendidikan Politik Masyarakat;

Jumlah kegiatan untuk merealisasikan program selama tahun 2016 sampai dengan 2021 pada:

1. Dirjen Kesbangpol, Kemendagri sebanyak 193 Kegiatan;

2. Badan Kesbangpol Provinsi Kepri sebanyak 65 (enam puluh lima) Kegiatan dan
3. Badan Kesbangpol Kota Batam sebanyak 12 (dua belas) Kegiatan.   
3.2.    Telaahan  Tata  Ruang  Wilayah
Kota Batam awalnya merupakan Kotamadya Administratif yang dibentuk melalui Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 dengan luas wilayah 612,53 Km² yang terdiri dari 3 (tiga) kecamatan yaitu: Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Batam Barat dan Kecamatan Batam Timur. Sedangkan fase selanjutnya, melalui Undang Undang Nomor 53 Tahun 1999, maka Kota Batam menjadi kota definitif. 

Kondisi demikian, membawa konsekwensi bertambahnya luas Pulau Batam dengan bergabungnya Pulau Rempang dan Pulau Galang. Adapun luas Kota Batam selanjutnya menjadi 399.000,00 Ha (3.990 Km²) dengan rincian luas wilayah daratan 103.843,22 Ha (1.038.4322 Km²) dan luas wilayah laut 295.156,78 Ha (2.951,5678 Km²). Dari luas wilayah tersebut, Kota Batam terdiri dari 400 (empat ratus) pulau dimana 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) diantaranya telah memiliki nama. 

Secara geografis wilayah Kota Batam terbentang antara 0º25’29” LU - 1º15’00” LU dan 103º34’35” BT - 104º26’04”BT dengan  batas-batas sebagai berikut: 

· Sebelah Utara dengan Selat Singapura;
· Sebelah Timur dengan Kec. Bintan dan Kec. Teluk Bintan (Kab. Bintan);
· Sebelah Selatan dengan Kec. Senayang (Kab. Lingga); dan
· Sebelah Barat dengan Kec. Moro dan Kec. Karimun (Kab. Karimun).
Selanjutnya, terjadinya perubahan fungsi dan peran Kantor Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam menjadi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Batam dan perubahan SOTK baru menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam, yang merupakan urusan wajib Kepala Daerah terhadap keamanan dan ketertiban umum serta menjaga rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

3.3.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Karateristik masyarakat Batam yang heterogen dengan multikultur merupakan khasanah kekayaan budaya, letak Kota Batam yang sangat strategis secara geopolitik berbatasan langsung dengan negara tetangga Singapura dan Malaysia yang merupakan pintu gerbang wilayah barat dan lalu lintas perdagangan internasional.
Kota Batam dapat dikatakan miniaturnya Indonesia karena hampir semua etnis dan agama terdapat di kota  ini.  Letak  yang  sangat  strategis   ini memiliki implikasi positif yang menguntungkan bagi perkembangan investasi dan pertumbuhan perindustrian dan bidang-bidang jasa lainnya, namun disisi lain dapat juga memicu munculnya berbagai gangguan terhadap ketahanan baik di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan.
· Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
Sejak terjadinya krisis multidimensi yang melanda bangsa Indonesia pada tahun 1998, menimbulkan ancaman yang sangat serius terhadap persatuan dan kesatuan bangsa serta terjadinya kemunduran dalam pelaksanaan etika kehidupan berbangsa. Hal ini tampak dari konflik sosial yang terjadi akhir-akhir ini di beberapa daerah dan perlu di antisipasi dampaknya di Kota Batam, diantaranya:
· Berkurangnya sopan santun dan budi luhur dalam pergaulan sosial, melemahnya kejujuran dan sikap amanah dalam kehidupan berbangsa, pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan;
· Kerukunan kehidupan beragama serta menjalankan syariah ataupun ajaran dalam beragama sering temui dalam aplikasinya masih dirasakan belum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
· Pendirian rumah ibadat belum sepenuhnya merujuk kepada ketentuan yang berlaku yakni Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 08  Tahun 2006 dan Nomor 09 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat; dan
· Munculnya ajaran/aliran yang dianggap menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang sudah ada, sehingga dapat menimbulkan keresahan ditengah-tengah kehidupan masyarakat Batam. Kondisi demikian sangat rawan dan rentan terjadinya pergesekan yang menimbulkan konflik SARA.
· Bidang Kewaspadaan Nasional

Aspek-aspek permasalahan di bidang Kewaspadaan Nasional yang tidak dapat diduga dan muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Batam seringkali mempengaruhi bidang-bidang lainnya, sehingga dapat membuat pencitraan Kota Batam menjadi tidak kondusif. Beberapa permasalahan yang seringkali terjadi antara lain adalah :

· Penyampaian aspirasi oleh beberapa elemen-elemen masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi, dengan pengerahan massa turun ke jalan menyampaikan  tuntutan   mereka.  Aksi  damai  seringkali  tanpa disadari terkontaminasi sebagai akibat diprovokasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga mengarah untuk kepentingan pribadi dan golongan tertentu. Unjuk rasa elemen masyarakat juga disampaikan kepada dinas/instansi dilingkungan Pemerintah Kota Batam dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Batam;

· Tingginya migrasi dari luar Kota Batam yang ingin mencari pekerjaan di Batam, sehingga sarana dan prasarana khususnya perumahan untuk pekerja tidak semuanya mampu disediakan oleh pihak pengelola kawasan industri, akibatnya mereka mendirikan bangunan di lahan kosong untuk tempat tinggal (rumah liar);

· Belum optimalnya penanganan dan pengawasan terhadap imigran gelap korban negara-negara berkonflik dan perang untuk mencari suaka;

· Konflik tenaga kerja dengan pengusaha yang dipicu oleh  permasalahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta penetapan Upah Minimum Kota (UMK);

· Belum optimalnya pengawasan terhadap orang asing (Tenaga Kerja Asing) maupun Lembaga Asing yang berada di Kota Batam;

· Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pulau-pulau terluar (berbatasan langsung dengan negara asing);
· Isu - isu terorisme;
· Penyeludupan, penimbunan BBM bersubsidi, illegal fishing dan illegal logging serta trafficking; dan
· Maraknya penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, psikotropika dan zat adiktif dan lainnya di kalangan pelajar, mahasiswa, pekerja serta masyarakat umum lainnya. 
· Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi

Dalam bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi, terdapat beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian, antara lain:

· Belum optimalnya upaya pelestarian seni dan budaya;
· Belum tersedianya data paguyuban/sanggar seni dan budaya daerah, sehingga mempersulit pendataan;

· Belum tersedianya data dan masih kurangnya dukungan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat terhadap pelaksanaan program-program pemerintah; dan

· Belum optimal pembinaan terhadap Organisasi Kemasyarakatan guna meningkatkan peran mereka sebagai mitra pemerintah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah.
· Bidang Politik

Secara umum bidang Politik di Kota Batam masih perlu penanganan sedini mungkin untuk menghindari ekses-ekses negatif yang mungkin saja terjadi. Adapun permasalahan tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:

· Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik terhadap masyarakat untuk membangun etika dan moral politik bangsa serta kedewasaan perilaku berdemokrasi;
· Masih rendahnya partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu; 
· Masih belum optimalnya pembinaan terhadap partai politik di daerah dalam pelaksanaan program-program pendidikan politik bagi masyarakat; 
· Masih rendahnya tingkat partisipasi politik dari kalangan perempuan; dan
· Masih minimnya jumlah kader politik perempuan.
BAB IV

   VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN 
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1. VISI DAN MISI
Visi adalah preferensi dan pendekatan Pemerintah Kota Batam dalam hal menyelenggarakan kepemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Visi Pembangunan Kota Batam Tahun 2016 – 2021 adalah:

“Terwujudnya Kota Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang Berdaya Saing, Maju, Sejahtera dan Bermartabat”.
Misi adalah deskripsi rumpun tujuan Pemerintah Kota Batam yang dijabarkan dari makna visi yang ingin dicapai dan terukur untuk masa depan. Namun misi dapat dikaji ulang secara berkala disesuaikan dengan dinamika. Untuk tahun 2016-2021 dirumuskan 6 (enam) pernyataan Misi Pemerintah Kota Batam sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, akuntabel dan mengayomi;
2. Mewujudkan SDM Daerah yang bertaqwa, berdayasaing dan masyarakat yang sejahtera;
3. Mewujudkan tata ruang kota yang berwawasan lingkungan, infrastruktur kota yang modern, serta penataan pemukiman yang ramah, asri dan nyaman sesuai nilai budaya bangsa;
4. Mewujudkan penguatan sektor industri dan peningkatan peran sektor jasa, perdagangan, pariwisata, alihkapal, maritim dan pertanian/perikanan dalam menopang perekonomian daerah;
5. Mewujudkan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM dan Koperasi yang bersinergi dengan kebutuhan industri dan pasar domestik; serta
6. Mewujudkan percepatan pembangunan di daerah hinterland sebagai penopang dan penyangga perekonomian Kota Batam. 


Mengacu Visi dan Misi Pembangunan Pemerintah Kota Batam, maka dalam rangka mengimplementasikannya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam telah merumuskan Visi dan Misi sebagai berikut:

VISI:
“TERWUJUDNYA PERSATUAN DAN KESATUAN SERTA KETAHANAN MASYARAKAT BATAM YANG HETEROGEN MENUJU KEHIDUPAN POLITIK YANG HARMONIS DAN BERBUDI PEKERTI “

MISI:


Untuk mewujudkan Visi sebagaimana tersebut diatas, dijabarkan dalam beberapa Misi sebagai berikut:
1. Mewujudkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai persatuan dan kesatuan antar kelompok  dalam keragaman suku, ras, agama, budaya dan adat istiadat yang ada dalam NKRI;

2. Mewujudkan kehidupan kebangsaan yang demokratis ditandai dengan berfungsinya suprastruktur dan infrastruktur sosial politik, sukses penyelenggaraan pemilihan umum, meningkatnya partisipasi dan etika politik masyarakat, serta komunikasi politik berdasarkan nilai-nilai luhur agama dan budaya bangsa;
3. Mewujudkan situasi dan kondisi masyarakat yang aman, tertib, tentram, dan dinamis yang berlandaskan semangat kebersamaan dalam NKRI;
4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya deteksi dini, memfasilitasi aspirasi masyarakat yang berkembang dan penyelesaian masalah yang timbul di tengah-tengah masyarakat;
5. Meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia Organisasi Kemasyarakatan yang profesional dalam menjalankan fungsi-fungsi organisasinya; dan
6. Mewujudkan SDM Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam yang profesional, bersih dan berwibawa yang didukung sikap mental dan perilaku disiplin dengan berpegang teguh pada norma hukum dan agama. 
4.2.  TUJUAN DAN SASARAN
4.2.1. Tujuan 

Tujuan dari Rencana Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam adalah sebagai berikut:
1. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, bersih dan transparan;
2. Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) Organisasi Kemasyarakatan yang profesional dalam menjalankan fungsi-fungsi oganisasinya;
3. Terwujudnya kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai persatuan dan kesatuan, kehidupan berbangsa dan bernegara dalam keanekaragaman budaya, suku, ras, dan agama;
4. Terlaksananya koordinasi yang baik dengan instansi terkait maupun dengan komponen masyarakat dalam rangka memfasilitasi penyelesaian permasalahan actual dan terwujudnya kewaspadaan dini masyarakat dalam menghadapi berbagai peristiwa yang dapat menganggu keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat; dan 
5. Terwujudnya pemahaman masyarakat tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab dalam kehidupan berpolitik yang harmonis, dinamis, serta dalam suasana yang demokratis. 
4.2.2. SASARAN
Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur;
2. Meningkatnya kualitas SDM Organisasi Kemasyarakatan dalam menjalankan fungsi-fungsi organisasinya;
3. Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan bagi masyarakat dan generasi muda;
4. Meningkatnya interaksi antara kelompok anggota masyarakat dari berbagai ras, suku, agama, dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian tanpa harus menghilangkan identitas masing-masing;
5. Meningkatnya kesadaran bela negara;
6. Meningkatnya rasa aman dan nyaman di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan kemampuan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan aktual secara cepat dan tepat; dan
7. Membangun sistem dan budaya politik yang demokatis serta mantapnya hubungan supra dan infrastruktur politik di daerah.
4.3.  STRATEGI DAN KEBIJAKAN 

4.3.1. STRATEGI 

Strategi adalah langkah-langkah yang berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi yang akan dilakukan untuk melaksanakan kebijakan tersebut diatas dalam Tahun 2016 - 2021 oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam adalah sebagai berikut:
· Membangun semangat rasa persatuan dan kesatuan yang berwawasan kebangsaan  kepada  masyarakat,   pelajar  dan  mahasiswa  serta organisasi kemasyarakatan melalui sosialisasi, dialog, seminar, outbond, pagelaran seni dan budaya serta ekonomi;
· Meningkatkan peran dan fungsi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam memelihara kerukunan antar umat beragama dan antar suku dalam kehidupan bermasyarakat melalui Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait;
· Melaksanakan sosialisasi dan pendidikan politik terhadap masyarakat, khususnya kepada pelajar, mahasiswa sebagai pemilih pemula,  kader partai politik, tokoh perempuan dan para pekerja di kawasan industry sebagai upaya peningkatan partisipasi politik pada pemilihan umum;
· Meningkatkan peran dan fungsi Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kota Batam dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dalam memberikan informasi aktual, berkaitan dengan isu dan permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat; dan
· Meningkatkan peran Ormas, LSM dan LNL sebagai mitra pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui pendidikan ke-Ormasan.

4.3.2. KEBIJAKAN
Adapun beberapa kebijakan yang akan dilakukan dalam tahun 2016 – 2021 oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam adalah sebagai berikut:
1. Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta mendorong terciptanya kerukunan hidup antar berbagai kelompok agama, suku dan budaya;
2. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Umum melalui pendidikan budaya dan etika politik;
3. Meningkatkan Koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan permasalahan aktual yang meliputi ATHG, dibidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya  keamanan dan ketertiban masyarakat; 

4. Meningkatkan kualitas SDM dan data Organisasi Kemasyarakatan; dan
5. Meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi pada Badan Kesbangpol Kota Batam.
IDENTIFIKASI FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL 
PADA BADAN KESBANGPOL KOTA BATAM
	                FAKTOR EKSTERNAL


	PELUANG:
1. Adanya pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan gangguan keamanan, ketertiban masyarakat.
2. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang lebih memudahkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

3. Dukungan dari Pemerintah Pusat dan instansi terkait lain yang mempermudah penyelenggaraan pelayanan Badan Kesbangpol Kota Batam dalam rangka pencapaian visi dan misi.
4. Perkembangan peraturan perundang-undangan sesuai dengan situasi dan kondisi.
5. Penyesuaian kelembagaan Pusat sehingga mendorong pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi yang lebih terarah dan terfokus.
6. Sistem koordinasi dengan instansi terkait baik horisontal maupun vertikal.

7. Perkembangan program-program pemerintahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.

8. Keberagaman suku, budaya dan agama di Kota Batam yang menjadikan Kota Batam sebagai salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia.

9. Dukungan dan koordinasi yang baik dari PPWK, FPK, FKUB, FKDM, KOMINDA, Lembaga Adat, Paguyuban, Ormas dan Partai Politik dalam pelaksanaan program-program pembangunan.


	TANTANGAN:
1. Faktor geografis dan demografis yang menyulitkan dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat.
2. Faktor otonomi daerah yang menyebabkan perbedaan nomenklatur dengan Badan Kesbangpol lainnya sehingga menghambat pelaksanaan koordinasi.

3. Adanya beberapa ketidakjelasan aturan dan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat & Daerah sehingga melemahkan posisi dan menimbulkan kerancuan tugas pokok & fungsi Badan.
4. Adanya kepengurusan ganda dalam satu organisasi masyarakat.

5. Munculnya paham/aliran keagamaan yang menganggu stabilitas masyarakat.

6. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap keamanan lingkungan.

7. Keberadaan orang asing dan lembaga asing yang masih belum terpantau.

8. Heterogenitas masyarakat yang memudahkan terjadinya benturan/konflik dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya.
9. Faktor geografis Kota Batam (perbatasan) yang dapat mempenagruhi perilaku/budaya masyarakat khususnya generasi muda.
10. Krisis mental, moral generasi muda yang semakin jauh dari nilai-nilai agama dan Pancasila.

11. Berkurangnya kesadaran nasionalisme/bela negara dikalangan generasi muda.

12. Pengaruh negatif globalisasi yang secara tidak langsung telah mempengaruhi pola perilaku dan sikap masyarakat.


	
FAKTOR INTERNAL
	
	13. Munculnya paham yang dapat menganggu stabilitas keamanan dan politik.
14. Rendahnya tingkat kesadaran pemilih pemula dan masyarakat terhadap kegiatan berpolitik.
15. Letak geografis dan demografis Kota Batam yang menyulitkan dalam penyelenggaraan pendidikan budaya politik.

	KEKUATAN:

1. Adanya dukungan dana yang memadai dari APBN maupun APBD dalam pelaksanaan program-program kegiatan.

2. Tersedianya sumber daya aparatur yang berkualitas.
3. Kewenangan dalam pemeliharaan keamanan dan kenyamanan lingkungan.
4. Terencananya pembinaan dan pemberdayaan partai politik.

5. Tersedianya database kependudukan yang lengkap dan valid.
6. Adanya Peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum pelaksanaan kegiatan di Badan Kesbangpol Kota Batam, seperti:

· Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antar Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota.
·   Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2013 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik.
·   Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah.
	ALTERNATIF STRATEGI
1. Peningkatan alokasi dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan program-program pembangunan.

2. Peningkatan kemampuan sumber daya aparatur dalam pelaksanaan kegiatan.

3. Peningkatan koordinasi dan komunikasi untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. 

4. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang  berlaku dalam pelaksanaan kegiatan.

5. Pelaksanaan kegiatan pembinaan karakter dan mental yang berwawasan kebangsaan, penerapan nilai-nilai Pancasila, harmonisasi keragaman suku, agama dan peningkatan asa nasionalisme kepada masyarakat khususnya generasi muda. 
6. Peningkatan pelaksanaan koordinasi dan komunikasi untuk mencapai keselarasan dan keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah.

7. Peningkatan peran dan kapasitas tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat keterlibatannya dalam pembangunan. 

8. Peningkatan peran dan kapasitas Ormas sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.


	ALTERNATIF STRATEGI
1. Peningkatan pembinaan, koordinasi, partisipasi dan peran serta masyarakat dalam deteksi dini dan cegah dini terhadap gangguan kamtibmas.

2. Mendorong tumbuh kembangnya nilai-nilai demokratis pada warga masyarakat.

3. Pelaksanaan sosialisasi, dialog, pembinaan karakter dan mental tentang pentingnya nilai-nilai Pancasila yang diterapkan dalam kehidupan shari-hari sebagai cerminan karakter bangsa yang bermartabat.

4. Meningkakan partisipasi masyarakat dan pemilih pemula terhadap budaya politik.
5. Mendorong tumbuh kembangnya nilai-nilai demokratis pada warga masyarakat.
6. Meningkatnya toleransi masyarakat terhadap perbedaan aspirasi politik.


	·   Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

·   Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

·   Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2006 dan Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat.

·   Permendagri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah.Permendagri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah.
·   Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.

	9. Pengaktifan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan sebagai salah satu media pembentukan watak dan karakter bangsa.

10. Peningkatan wawasan dan keterampilan aparat intelijen.

11. Peningkatan pengetahuan dan kapasitas partai politik dalam mengelola bantuan keuangan parpol.Terlaksananya koordinasi dan komunikasi antara lembaga pelaksana Pemilu dan masyarakat.

12. Pendidikan politik pada pemilih pemula.

13. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam politik.


	


	·   Permendagri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Biang Kebudayaan, Keraton dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah. Permendagri Nomor 38 Tahun 2008 tentang Penerimaan dan Pemberian Bantuan Organisasi Kemasyarakatan dari dan kepada Pihak Asing.
·  Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2008, Nomor: Keputusan/033/A/JA/6/2008, Nomor: 199 Tahun 2008 tentang Peringatan dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat.
·   Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Darah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Darah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba Lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri.

	
	

	·   Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan.
·   Permendagri Nomor  36 Tahun 2010 tentang Pedoman Fasilitasi Pendidikan Politik.
·   Permendagri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah.
·   Permendagri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah.
· 
Permendagi Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial  yang bersumber dari APBD.

	
	


	·   Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.Permendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
·   Permendagri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
·   Permendagri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penanggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Lapoan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
·   Permendagri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial.
·   Peraturan Daerah Provinsi Kepri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 – 2025.

	
	

	·   Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam.
·   Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016 – 2021.
·   Peraturan Walikota Batam Nomor 31 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.

	
	

	KELEMAHAN:
1. Kualitas sumber daya manusia yang belum memadai untuk melaksanakan tupoksi dan masih rendahnya kompetensi SDM aparatur Badan Kesbangpol dalam pelaksanaan program-program pemerintah.
2. Penempatan Pegawai Badan Kesbangpol Kota Batam belum sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan tupoksi.
3. Belum tersedianya SOP dan SPM pada Badan Kesbangpol Kota Batam.
4. Pendidikan dan pelatihan subtantif Kesbangpol belum optimal.

5. Dukungan pendanaan melalui Anggran dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam belum maksimal.
6. Peraturan perundang-undangan yang tidak konsisten yang mengakibatkan kerancuan & kelemahannya  landasan bagi penyelenggaraan pelayanan.
7. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana terkait teknologi informasi berbasis internet. 
	ALTERNATIF STRATEGI:
1. Peningkatan kualitas SDM Badan Kesbangpol untuk meningkatkan kompetensi  dan daya saing melalui pelatihan dan diklat sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Penempatan pegawai sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikannya.

3. Penambahan personil aparatur yang kompeten dibidangnya.

4. Pembuatan SOP dan SPM pelayanan pada Badan Kesbangpol.

5. Dukungan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan progam-program Pemerintah Pusat di daerah.
6. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi yang memadai dan sesuai kebutuhan kegiatan.
7. Peningkatan pemahaman mengenai mekanisme dan instrumen dalam pembinaan nilai-nilai wawasan kebangsaan.

8. Peningkatan wawasan dan keterampilan aparat intelijen melalui pelatihan deteksi dini.

	ALTERNATIF STRATEGI:
1. Memaksimalkan potensi SDM yang ada demi berjalannya kegiaan dengan baik dn lacar.

2. Menitikberatkan pada pembinaan mental dan karakter yang berwawasan kebangsaan, peningkatan rasa nasionalisme/bela negara.

3. Meningkatkan harmonisasi antar pemeluk agama, suku dan laar belakang kebudayaan yang berbeda.

4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar unsur penyelenggara kamtibmas.
5. Tersedianya sarana transportasi atau penunjang lainnya pada daerah yang sulit dijangkau untuk melaksanakan pendidikan politik.

6. Meningkatkan kerjasama dengan dinas dan instansi lain dalam pemenuhan database kependudukan yang valid.

7. Terlaksananya kerjasama dengan dinas dan instansi vetikal dalam pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pendidikan Politik kepada masyarakat dan pemilih pemula.


	8. Masih lemahnya fungsi koordinasi dan komunikasi dengan Ditjen Kesbangpol, Kemendagri sehingga informasi tentang tupoksi belum diperoleh secara maksimal.

9. Manajemen penyelenggaraan pelayanan belum berjalan secara optimal.
10. Belum adanya mekanisme dan instrumen dalam pembinaan nilai-nilai wawasan kebangsaan.

11. Belum adanya Forum Pelestarian Kebudayaan di Kota Batam.

12. Dukungan data terkait paguyuban/kesenian daerah yang belum terakomodir di Kota Batam.Dukungan data terkait Organisasi Keagamaan dan Tokoh Agama yang belum optimal.

13. Masih kurangnya koordinasi dalam penanganan konflik sosial.

14. Belum dimilikinya data pemetaan daerah rawan konflik di Kota Batam.

15. Belum optimalnya pengawasan dan pemantauan terhadap orang asing dan organisasi masyarakat asing

16. Keberadaan Ormas belum terdata baik secara faktual maupun aktual.
17. Belum optimalnya pelaksanaan data base Organisasi Kemasyarakatan.

18. Belum maksimalnya kinerja KOMINDA dalam identifikasi informasi.

19. Masih kurangnya kemampuan/keterampilan aparat yang berpendidikan intelijen.

20. Belum maksimalnya pembinaan/pemberdayaan partai politik.

21. Belum dimilikinya data base kependudukan yang valid.


	9.   Peningkatan peran dan kapasitas pengurus Ormas sesuai ketentuan yang berlaku.

10. Memaksimalkan partisipasi, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan pemilih pemula dalam demokrasi.

11. Penambahan wawasan aparatur untuk terselenggaranya pelaksanaan pemilu yang demokratis.
12. Adanya dukungan pemerintah, masyarakat dan pemilih pemula dalam menjalankan pesta demokrasi.
13. Kurangnya partisipasi dan dukungan masyarakat pemilih pemula.
14. Belum optimalnya penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pada Badan Kesbangpol Kota Batam, sehingga belum menunjukkan kinerja yang telah dikerjakan. 

	


BAB  V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KELOMPOK, SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1.  Rencana Program dan Kegiatan 
Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan program.

Program dan kegiatan Tahun 2016 - 2021 Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam disusun dengan mengakomodir usulan-usulan dari masyarakat yang telah dibahas sebelumnya pada Musrenbang tingkat Kelurahan dan Kecamatan. 

Melalui penyelarasan program kegiatan dari unit kerja dengan skala prioritas usulan di tingkat kelurahan dan kecamatan serta memperhatikan aspirasi masyarakat dan hasil reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka disusunlah prioritas Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2016 - 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam (terlampir pada Tabel 5.1. ).
Beberapa prioritas program pembangunan yang dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam, yaitu:
· Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
· Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
· Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebangsaan; dan

· Program Pengembangan Partisipasi dan Budaya Politik;
Dalam rangka mewujudkan Program-Program sebagaimana tersebut diatas, akan dilakukan beberapa Kegiatan yang meliputi:
1.  Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
· Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
· Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebangsaan
· Sosialisasi Undang-Undang Ormas dan Verifikasi Ormas;
· Pengembangan Wawasan Kebangsaan;

· Peningkatan Pelaksanaan Pembauran Kebangsaan Kota Batam;

· Pelaksanaan Akulturasi Budaya Dalam Rangka Penguatan Kesatuan dan Persatuan;

· Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama di Kota Batam;

· Peningkatan Kesadaran Bela Negara;

· Rapat Koordinasi Kewaspadaan Dini Masyaakat (KDM) Kota Batam;

· Peningkatan Kinerja Kominda Kota Batam. 
· Koordinasi dan Pemantauan Kegiatan Orang Asing   
4. Program Pengembangan Partisipasi dan Budaya Politik
· Kegiatan Pembinaan dan Bimtek Bantuan Keuangan Parpol.
5.2. Indikator Kinerja 
Indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk keuntungan tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam 1 (satu) program.
Indikator kinerja Program Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam adalah sebagai berikut:
· Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran;
· Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur;
· Terlaksananya sosialisasi UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
· Terlaksananya pendidikan karakter dan pembinaan mental yang berwawasan kebangsaan, dialog kebangsaan dan Rapat Koordinasi PPWK Kota Batam;

· Terlaksananya dialog makna Bhinneka Tunggal Ika dalam rangka peningkatan pembauran kebangsaan dan Rapat Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Batam;

· Terselenggaranya akulturasi budaya dalam rangka penguatan kesatuan dan persatuan 

· Terlaksanaya kegiatan pemberdayaan kerukunan umat beragama di Kota Batam;

· Terlaksananya sosialisasi peningkatan kesadaran bela negara tingkat Kota Batam;
· Terlaksananya program kerja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat;

· Terlaksananya program Kominda Kota Batam; dan
· Terlaksananya pendidikan politik dan pembinaan bantuan keuangan partai politik tepat waktunya.
5.3. Kelompok Sasaran 

Kelompok sasaran kegiatan selama periode 5 (lima) tahun ke depan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam adalah sebagai berikut:

· Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Batam;

· Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Batam;

· Pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kota Batam;

· Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Kota Batam;

· Anggota Kominda Kota Batam;

· Pengurus Partai Politik Kota Batam;

· Pengurus Organisasi Kemasyarakatan Kota Batam;

· Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda dan Tokoh Wanita Se Kota Batam;
· Camat, Lurah Se Kota Batam;

· Pegawai Badan Kesbangpol Kota Batam; 
· Mahasiswa di Kota Batam; dan

· Siswa-Siswi Pelajar SLTP dan SLTA Se Kota Batam.
5.4. Pendanaan Indikatif
Kenaikan Anggaran pada setiap tahun tidak terlalu signifikan, kenaikan hanya sekitar 10% yaitu mengantisipasi kenaikan harga-harga barang (inflasi). 

Pada Tahun 2019, terdapat peningkatan  anggaran dikarenakan adanya Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Legislatif, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Gubernur Kepulauan Riau.
BAB  VI

6.1. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD 
Indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam menggambarkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Batam Tahun 2016 - 2021, adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan target kinerja sebanyak 1 (satu) paket;

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan target kinerja selama 1 (satu) tahun;
3. Sosialisasi Undang-Undang Ormas dan Verifikasi Ormas, dengan target kinerja bagi 260 (dua ratus enam puluh) orang Pengurus Ormas di Kota Batam;
4. Pengembangan Wawasan Kebangsaan, dengan target kinerja bagi 300 (tiga ratus) orang peserta dari Siswa Siswi SLTP, SLTA, Mahasiswa Pendidikan Karakter dan Wasbang serta 280 (dua ratus delapan puluh) orang peserta Dialog Kebangsaan bagi Pengurus PPWK Kota Batam;
5. Peningkatan Pelaksanaan Pembauran Kebangsaan Kota Batam, dengan target kinerja bagi 225 (dua ratus dua puluh lima) orang peserta Dialog Pembauran Kebangsaan dari Siswa Siswi SLTP, SLTA, Mahasiswa di Kota Batam;
6. Pelaksanaan Akulturasi Budaya Dalam Rangka Penguatan Kesatuan dan Persatuan, dengan target kinerja bagi 230 (dua ratus tiga puluh) orang dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh wanita;
7. Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama di Kota Batam, dengan target kinerja 220 (dua ratus dua puluh) orang bagi Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Batam;
8. Peningkatan Kesadaran Bela Negara, dengan target kinerja 300 (tiga ratus) orang bagi siswa-siswi SLTP dan SLTA di Kota Batam
9. Rapat Koordinasi Kewaspadaan Dini Masyarakat (KDM) Kota Batam, dengan target kinerja 230 (dua ratus tiga puluh) orang bagi Pengurus FKDM Kota Batam;
10. Peningkatan Kinerja Kominda Kota Batam dengan target kinerja 30 (tiga puluh) orang bagi Anggota Kominda Kota Batam; dan
11. Pembinaan dan Bimtek Bantuan Keuangan Parpol dengan target 2.500 (dua ribu lima ratus) orang bagi Pemilih Pemula dan 50 (lima puluh) orang Pengurus Partai Politik. 
6.2. PENUTUP

Dengan penyusunan Rencana Strategis ini diharapkan dapat memberikan arahan dan pedoman bagi perencanaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan pengembangan berbagai potensi serta sumber daya yang tersedia dapat diselaraskan dengan kemajuan serta pencapaian dibidang kemasyarakatan dan pembangunan.


Selanjutnya, pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Strategis ini sangat bergantung pada sikap mental, tekad, semangat, ketaatan dan disiplin para aparatur penyelenggara pemerintah. Untuk itu, diharapkan aparatur, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam dengan dukungan bersama-sama bersama masyarakat perlu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan program-program kegiatan sebagaimana tercantum pada dokumen ini.

Akhirnya Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam disusun sebagai bahan rujukan dalam penetapan dan perumusan program kerja dalam kurun waktu 2016 - 2021. Sebagai suatu dokumen perencanaan yang bersifat strategis, Renstra ini terbuka untuk langkah-langkah penyempurnaan dan penyesuaian agar tetap eksis dalam setiap perkembangan situasi dan kondisi yang melingkupinya. 






      Batam,      Januari 2017
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